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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini berbagai jenis kejahataan yang dilakukan oleh para kalangan remaja telah 

marak terlibat pada kasus yang berhujung tindakan kejahatan bahkan sampai dipidana. 

Salah satu fenomena yang sering terjadi dari dulu hingga sekarang ini ialah 

penyalahgunaan narkoba oleh para kalangan remaja. Hal ini sungguh sangat 

menghawatirkan dan berbahaya, karena mengancam dan merusak para penerus generasi 

bangsa ini yang telah terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya dari penyalahgunaan narkoba 

itu sendiri. 

Penyebaran dan peredaran narkoba di Indonesia ini pun sudah sangat 

menghawatirkan, khususnya di daerah Provinsi Sumatera Selatan, karena bukan hanya di 

kota saja tetapi juga sudah mencapai kesudut-sudut pedesaan yang masih banyak 

masyarakat kurang akan pendidikan dapat ditipu dan diperdaya dengan mudah oleh para 

pengedar narkoba mengenai bahayanya narkoba itu, termasuk para remaja yang sedang 

dalam masa pertumbuhan dan sangat mudah untuk dipengaruhi.  

Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di daerah Provinsi 

Sumatera Selatan ini pun sudah sangat menghawatirkan dan sudah sulit untuk dihentikan, 

hal tersebut sunguh sangat meresahkan para masyarakat saat ini karena anak-anaknya 

dapat saja terpengaruh oleh barang haram tersebut, maka dari itu diperlukan pembinaan 

dini mengenai bahayanya akan penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan dampak 

buruk pada tubuh kita.  

Perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari terus meningkat 

dan memprihatinkan, maka untuk itulah pemerintah telah menerbitkan peraturan yang akan 

mengatur tentang pencegahan dan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang 
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mana pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, narkotika adalah zat atau obat yang berasal 

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, selanjutnya dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang ini. 

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Badan Narkotika Nasional, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional. 

BNN mempunyai tugas antara lain : 

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika. 

3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika. 

4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

5. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara 

penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera 

Selatan, bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba semakin hari terus meningkat dari tahun 
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2016 – 2018 kemarin, berikut ini merupakan data korban penyalahgunaan narkoba di 

Sumatera Selatan. 

Table 1. Data korban penyalahgunaan narkoba di klinik pratama BNNP Sumsel 

No Tahun             Jenis Kelamin Jumlah 

  Laki-Laki Perempuan  

1. 2016 439 Orang 35 Orang 474 Orang 

2. 2017 418 Orang 64 Orang 482 Orang 

3. 2018 424 Orang 55 Orang 479 Orang 

Sumber : Rekap data korban penyalahgunaan narkoba di klinik pratama BNNP Sumsel 

 

Data badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa 

terdapat peningkatan pemakaian dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Selatan 

sejak dari tahun 2016 hingga tahun 2018, Korbanya pun bukan hanya pada kalangan 

orang-orang dewasa dan orang tua saja, tetapi juga sudah merambah pada kalangan remaja 

di Sumatera Selatan. Dapat diamati dari data diatas bahwasanya sudah lebih dari ratusan 

orang yang telah memakai narkoba tersebut, ditambah lagi oleh para kalangan remaja yang 

mana menjadi sebagai penerus generasi bangsa ini dan sudah sungguh sangat 

memprihatinkan. BNN Sumatera selatan mengatakan bahwa selama tahun 2015 – 2018 

jumlah pengguna penyalahgunaan narkoba di tingkat remaja sudah mengalami 

peningkatan. 

Table 2. Data korban remaja penyalahgunaan narkoba di klinik pratama BNNP 

Sumsel 

No. Tahun Usia 

 

1. 2016 < 20 Tahun = 63 Orang 

2. 2017 < 20 Tahun = 65 Orang 

3. 2018 17 – 25 Tahun = 143 Orang 

Sumber : Rekap data korban remaja penyalahgunaan narkoba di klinik pratama BNNP 

Sumsel 

 

Berdasarkan data BNN Sumatera Selatan menjelaskan bahwa peningkatan pemakai 

dan penyalahgunaan narkotika meningkat secara drastis pada kalangan remaja yang 

khususnya berusia 17-25 tahun. Pada tahun 2016 jumlah remaja yang menggunakan 

narkoba berjumlah sebanyak 63 orang, dan pada tahun 2017 berikutnya mengalami sedikit 
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peningkatan yang berjumlah 65 orang remaja yang menyalahgunakan narkotika, dan 

peningkatan yang paling drastis terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah remaja 

penyalahgunaan narkoba terbanyak mencapai 143 orang remaja di seluruh Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Dari UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia diatas 

sudah jelas bahwasanya BNN mempunyai tanggung jawab dalam mencegah dan 

memberantas peredaran narkoba di seluruh Indonesia, hal ini tentu bertujuan agar 

peredaran narkoba yang selama ini telah merenggut banyak nyawa manusia di negara kita 

Indonesia ini agar dapat segera diberantas dan di berikan sanksi sesuai dengan hukum 

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang telah berlaku, demikian pula hal tersebut harus 

diiringi dengan adanya pembinaan dari para orang tua, ataupun pihak sekolah dan juga dari 

pihak BNN memberikan himbauan mengenai berbahayanya apa itu narkotika dan jangan 

sampai mendekati yang namanya narkoba, karena dapat merusak tubuh pikiran dan juga 

masa depan bagi para pengedar maupun pemakai, kemudian jika sudah berurusan dengan 

hal tersebut dapat saja langsung berurusan dengan tindak pidana karena telah melanggar 

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Sumber : Data Tahun 2017 Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Bidang 

Pencegahan memiliki tugas pokoknya tersendiri antara lain, yaitu : 

1. Promotif (program pembinaan), bentuk program pelatihan dan dialog interaktif 

pada kelompok pelajar, olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, 

bengkel, koperasi, kerajinan dan lain-lain). 

 

2. Preventif (program pencegahan), bentuk kegiatan preventif yang dilakukan, yaitu: 

a. kampanye anti penyalahgunaan narkoba 

b. Penyuluhan seluk beluk narkoba 

c. Pendidikan dan pelantikan kelompok sebaya 

d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba 

dimasyarakat. 
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3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana 

kerja tahunan P4GN serta diseminasi informasi dan advokasi P4GN antara lain, 

yaitu: 

a. Informasi dan diseminasi P4GN kepada keluarga melalui media cetak. 

b.  Informasi P4GN kepada pelajar/mahasiswa di kota Palembang. 

c. Seminar bahaya narkoba di lingkungan Pendidikan di kota Palembang. 

d. Informasi P4GN bagi para pekerja di kota Palembang serta di kota/kabupaten 

Sumsel. 

e. Pembuatan video/iklan melalui media cetak dan radio kepada masyarakat dan 

lain-lain. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan dari data penyalahgunaan narkoba pada 

kalangan remaja yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat dan 

mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegaan Penyalahgunaan Narkoba Pada 

Kalangan Remaja, maka diambilah judul penelitian tentang “Implementasi kebijakan 

pencegahan narkotika pada kalangan remaja oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Sumatera Selatan di Kota Palembang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan Implementasi kebijakan pencegahan 

penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja yang telah diimplementasikan oleh 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan implementasi kebijakan 

pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja yang telah 

diimplementasikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akademis ilmu administrasi Negara, serta 

dapat menjadi pengembangan kemajuan khususnya pada studi-studi kebijakan publik 

agar dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut yang bermanfaat bagi para 

akademis yang tertarik untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam studi-

studi ilmu administrasi Negara kebijakan publik. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pembelajaran 

bagi para kalangan generasi muda agar dapat lebih memperhatikan lingkungan 

pergaulan disekitarnya dan menjadi bahan masukan kepada berbagai pihak dalam 

rangka pencegahan yang lebih dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika 

baik oleh masyarakat maupun oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumater 

Selatan.  
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